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Abstrak 

Penelitian Tingkat kepuasan masyarakat di Puskesmas Lansot Tomohon 
yang dinilai dari Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 79,55 yang berada 
pada interval 62,51-81,25 dan berada pada kategori Baik. Tingkat mutu 
pelayanan publik di Puskesmas Lansot dipersepsikan oleh masyarakat 
penggunanya dalam posisi Baik dalam semua unsur pelayanan (14 unsur 
pelayanan). Adanya beberapa unsur yang memiliki nilai lebih rendah 
daripada unsur lainnya merupakan faktor penghambat yang perlu 
ditingkatkan lagi seperti unsur: prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, 
dan kepastian jadwal pelayanan, sedangkan ada beberapa unsur yang 
merupakan faktor pendukung yang perlu dipertahankan seperti unsur: 
kesopanan dan keramahan petugas pelayanan, keamanan, kewajaran biaya 
dan tenggung jawab petugas pelayanan. 
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PENDAHULUAN 
Kesehatan merupakan 

kebutuhan manusia yang utama dan 
menjadi prioritas yang mendasar bagi 
kehidupan.Pelaksanaan 
pembangunan dibidang kesehatan 
melibatkan seluruh warga masyarakat 
Indonesia. Pembangunan dibidang 
kesehatan merupakan bagian dari 
pembangunan nasional, pemerintah 
sebagai institusi tertinggi yang 
bertanggung jawab atas pemeliharaan 
kesehatan harus pula memenuhi 
kewajiban dalam penyediaan sarana 
pelayanan kesehatan. Hal tersebut 
dapat dimengerti karena 
pembangunan kesehatan mempunyai 
hubungan yang dinamis dengan 
sektor lainnya.  

Kesehatan adalah hak dan 
investasi, semua warga negara 
berhak atas kesehatannya. Pelayanan 
kesehatan terhadap segenap warga 
negara adalah menjadi tanggung 
jawab pemerintah seperti yang 
diamanatkan dalam undang-undang. 
Salah satu bentuk pelayanan 
kesehatan adalah pelayanan publik. 
Namun tidak dapat dipungkiri bila 
pelayanan kesehatan khususnya dari 
sektor publik masih banyak kendala 
dan hambatan terutama dalam hal 
mutu pelayanan. 

Dalam Undang-Undang 
Nomor 23/1992 tentang kesehatan, 
ditetapkan bahwa setiap individu, 
keluarga dan masyarakat berhak 
memperoleh perlindungan terhadap 
kesehatannya, dan negara 
bertanggung jawab mengatur agar 
terpenuhi hak hidup sehat bagi 
penduduknya termasuk bagi 
masyarakat miskin dan tidak mampu. 
Kekuasaan dalam pelayanan 
kesehatan terletak pada pemerintah 
pusat dan daerah, dan pada golongan 

sosial atas yang mempunyai 
wewenang menetapkan pilihan atas 
alternatif pelayanan kesehatan. 

Upaya-upaya yang dilakukan 
Pemerintah untuk mengatasi 
persoalan pelayanan kesehatan 
diantaranya adalah dengan membuat 
regulasi yang salah satunya Undang- 
Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan. Selain itu dalam 
rangka pemerataan pelayan 
kesehatan, pemerintah mulai 
menggalakkan program-program yang 
diarahkan kepada masyarakat kurang 
mampu sehingga semua masyarakat 
dapat menikmati pelayanan kesehatan 
secara adil dan merata. 

Salah satu program 
pelayanan kesehatan yang dapat 
dinikmati oleh masyarakat miskin yaitu 
Jaminan Kesehatan Masyarakat 
(Jamkesmas).Jamkesmas adalah 
sebuah program asuransi kesehatan 
untuk warga Indonesia, program ini 
dijalankan oleh Departemen 
Kesehatan sejak tahun 2004. 
Kemudian pada 1 Januari 2014 untuk 
menyelenggarakan program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN-KIS), 
berdasarkan amanat UU. No 24/2011 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan diresmikan dan 
dijalankan oleh Departemen 
Kesehatan. Kemudian BPJS 
diturunkan oleh pusat ke daerah di 
bawah naungan Bupati turun ke 
kecamatan dan ke desa kemudian 
masyarakat.  

Kepuasan masyarakat 
sebagai pengguna jasa merupakan 
salah satu indikator yang dapat 
menilai mutu pelayanan publik terkait 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan. Kepuasan yang 
tinggi akan menunjukkan keberhasilan 
pelayanan publik dalam memberikan 
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pelayanan kesehatan yang bermutu. 
Salah satu bentuk pelayanan publik 
yang dilaksanakan oleh pemerintah 
adalah pemenuhan kebutuhan 
kesehatan masyarakat. Reformasi 
dibidang kesehatan dilaksanakan 
untuk meningkatkan pelayanan 
kesehatan dan menjadikannya lebih 
efisien, efektif serta dapat dijangkau 
oleh seluruh lapisan masyarakat. 
Seperti yang tertuang dalam 
Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia No. 
951/Menkes/SK/VI/2000 yaitu bahwa 
“tujuan pembangunan kesehatan 
adalah untuk meningkatkan 
kesadaran, kemauan dan kemampuan 
hidup sehat bagi setiap orang agar 
terwujud derajat kesehatan 
masyarakat yang optimal”.  

Pemerintah telah berusaha 
memenuhi kebutuhan masyarakat 
akan pelayanan kesehatan dengan 
mendirikan Rumah Sakit dan Pusat 
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 
di seluruh wilayah Indonesia. 
Puskesmas adalah unit pelaksana 
teknis dinas kesehatan 
kabupaten/kota yang bertanggung 
jawab menyelenggarakan 
pembangunan kesehatan di suatu 
wilayah kerja tertentu. Pusat 
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 
berfungsi sebagai pusat penggerak 
pembangunan berwawasan 
kesehatan, pusat pemberdayaan 
keluarga dan masyarakat dan pusat 
pelayanan kesehatan strata pertama. 
Puskesmas sebagai salah satu sarana 
kesehatan yang memberikan 
pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat memiliki peran yang 
sangat strategis dalam mempercepat 
peningkatan derajat kesehatan 
masyarakat. Oleh karena itu 
Puskesmas dituntut untuk 
memberikan pelayanan yang bermutu 
yang memuaskan bagi pasiennya 

sesuai dengan standar yang 
ditetapkan dan dapat menjangkau 
seluruh lapisan masyarakatnya.  

Namun, sampai saat ini usaha 
pemerintah dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan 
kesehatan masih belum dapat 
memenuhi harapan masyarakat. 
Banyak anggota masyarakat yang 
mengeluh dan merasa tidak puas 
dengan pelayanan yang diberikan 
oleh Puskesmas baik dari segi 
pemeriksaan yang kurang 
diperhatikan oleh petugas kesehatan, 
lama waktu pelayanan, keterampilan 
petugas, sarana/fasilitas, serta waktu 
tunggu untuk mendapatkan 
pelayanan. 

Berdasarkan wawancara awal 
peneliti dengan beberapa masyarakat 
pengguna BPJS ditemukan beberapa 
hal menyangkut kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan publik khususnya 
kesehatan dimana mereka 
mengungkapkan antara lain: regulasi 
BPJS yang menyulitkan dengan 
dokumen-dokumen yang sulit 
didapatkan seperti surat rujukan, 
kurang ramahnya petugas, pelayanan 
yang lambat dan kurangnya informasi 
tentang BPJS itu sendiri.  

Dengan meningkatnya tingkat 
pendidikan dan keadaan sosial dalam 
masyarakat maka, meningkat pula 
kesadaran akan arti hidup sehat dan 
keadaaan tersebut menyebabkan 
tuntutan masyarakat akan pelayanan 
kesehatan yang bermutu, nyaman dan 
berorientasi pada kepuasan 
konsumen semakin mendesak dimana 
diperlukan kinerja pelayanan yang 
tinggi yang sesuai dengan SOP. 

Berdasarkan uraian di atas 
penulis tertarik meneliti kepuasan 
masyarakat pengguna BPJS 
mengenai pelayanan publik di 
Puskesmas Lansot Kota Tomohon 
than 2022. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan 
secara offline dan online di wilayah 
kerja Puskesmas Lansot Kota 
Tomohon, dilaksanakan pada bulan 
Mei-Juni  2022. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif 
yaitu penelitian yang berupaya untuk 
mengungkapkan suatu masalah dan 
keadaan apa adanya sehingga hanya 
akan mengungkapkan fakta-fakta dan 
tidak menggunakan pengujian 
hipotesa. Yang menjadi fokus dalam 
penelitian ini meliputi: 1). Tingkat 
kepuasan masyarakat di Puskesmas 
Lansot Kota Tomohon tahun 2021. 2). 
Mutu pelayanan publik di Puskesmas 
Lansot Kota Tomohon tahun 2021. 
Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
: metode observasi (pengamatan), 
interview (wawancara), dokumentasi 
dan kuisioner (angket), didasarkan 
pada indikator-indikator yang ada di 
dalam Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 
25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 
2004 tentang Pedoman Umum 
Penyusunan Indeks Kepuasan 
Masyarakat unit Pelayanan Instansi 
Pemerintah, yang berjumlah 14 
indikator.  
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

Prosedur pelayanan sangat 
mudah terhitung sebanyak 23%, 
mudah 68%, kurang mudah 4% dan 
tidak mudah sebesar 5%. Hal ini 
menunjukkan bahwa masyarakat 
merasa prosedur pelayanan di 
puskesmas adalah baik, yang ditandai 
adanya kemudahan dalam prosedur 
pelayanan kepada pasien dan 
masyarakat di sekitarnya, baik saat 
pendaftaran, pengambilan obat 
maupun prosedur lainnya. 

Persyaratan pelayanan sangat 
sesuai sebanyak 21%, sesuai 71%, 
dan kurang sesuai 7%. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa untuk 
mendapatkan pelayanan di 
Puskesmas memerlukan persyaratan 
khusus sesuai kebutuhannya, dan 
masyarakat merasa bahwa 
persyaratan yang ditentukan adalah 
sesuai dan tidak berlebihan. 

Kejelasan petugas pelayanan 
sangat jelas sebanyak 31%, jelas 
65%, kurang jelas 3% dan tidak jelas 
sebanyak 1%. Bagi masyarakat 
kejelasan mengenai keberadaan dan 
petugas pelayanan dan kemudahan 
untuk menemui adalah sangat 
berguna mengingat tidak jarang sudah 
ada pasien yang membutuhkan 
penanganan tetapi terkendala 
masalah administrasi karena yang 
mengurusi baru keluar ataupun 
petugas medisnya yang tidak berada 
di tempat. Kejelasan identitas petugas 
pelayanan memberikan pedoman 
yang jelas bagi pasien ataupun 
keluarganya untuk dapat 
berkomunikasi mengenai kondisi 
kesehatannya. 

Kedisiplinan petugas pelayanan 
sangat disiplin sebanyak 26%, disiplin 
62%, dan kurang disiplin sebesar 5%. 
Kedisiplinan petugas pelayanan yang 
baik di Puskesmas Lansot 
dikarenakan hal tersebut sudah sesuai 
dengan apa yang dituangkan dalam 
standar operasional prosedur (SOP) 
Puskesmas mengenai waktu 
pelayanan dalam setiap tindakan 
penanganan pasien. Tingkat 
kepuasan masyarakat yang cukup 
tinggi akan indikator ini menandakan 
bahwa pelayanan di Puskesmas 
sudah seperti yang digariskan dalam 
SOP. 

Tanggung jawab petugas 
pelayanan sangat bertanggung jawab 
sebanyak 32%, bertanggung jawab 
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66%, dan kurang bertanggung jawab 
sebesar 2%.  Bila dilihat dari tingkat5 
tanggung jawab petugas pelayanan, 
sebagian besar responden 
menyatakan petugas bertanggung 
jawab, hal ini penting mengingat 
tanggung jawab pelayanan akan 
sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan pelayanan yang 
berkualitas. 

Kemampuan petugas 
pelayanan sangat mampu sebanyak 
40%, mampu 57%, dan kurang 
mampu sebesar 3%. Hal ini 
membuktikan bahwa masyarakat 
merasa yakin bahwa petugas yang 
ada di Puskesmas telah mampu 
melakukan pelayanan publik dengan 
baik sehingga mutu pelayanan 
mutunya juga baik. Kemampuan 
intelektual memang sudah tidak 
diragukan lagi karena SDM yang ada 
merupakan orang yang ahli dan 
berkompeten dalam bidangnya dan 
juga pengalaman yang cukup lama 
dalam hal kesehatan akan 
memberikan nilai tambah bagi 
petugas. Namun ada juga responden 
sebanyak 3% yang menyatakan ada 
petugas yang kurang mampu 
melakukan tugas pelayanan, hal ini 
dapat disebabkan adanya beberapa 
petugas yang memang kondisi fisik 
yang sudah menurun sejalan dengan 
usia karena para petugas karena 
memang sudah mengabdi cukup 
lama. 

Kecepatan pelayanan sangat 
cepat sebanyak 18%, cepat 77%, dan 
kurang cepat sebesar 5%. Hasil yang 
diperoleh menunjukkan bahwa 
Puskesmas telah mampu melakukan 
pelayanan dengan cepat, hal ini 
dikarenakan Puskesmas telah 
menerapkan standar waktu pelayanan 
untuk masing-masing tindakan, jadi 
untuk setiap penanganan medis waktu 
penyelesaian sudah baku. 

Keadilan memperoleh 
pelayanan sangat adil sebanyak 17%, 
adil 77%, dan kurang adil sebesar 6%. 
Hal ini menunjukkan bahwa petugas 
pelayanan dalam meberikan layanan 
kepada masyarakat adalah sama 
tanpa membedakan status mereka, 
apakah dari warga mampu ataupun 
tidak mampu ataupun pengguna BPJS 
mandiri atau bersubsidi. Keadilan 
pelayanan ini oleh responden 
merupakan hal yang sangat penting 
bila dilihat dari tingkat 
kepentingannya. Hal ini tentunya akan 
meningkatkan kepuasan bagi 
masyarakat pengguna jasa layanan 
karena sebagian adalah masyarakat 
menengah ke bawah. 

Kesopanan dan keramahan 
petugas sangat sopan dan ramah 
sebanyak 36%, sopan dan ramah 
62%, dan kurang sopan dan ramah 
sebesar 2%. Hal ini menunjukkan 
peniliaian masyarakat akan indikator 
kinerja kesopanan dan keramahan 
petugas pelayanan di Puskesmas 
berada dalam kondisi baik. Demikian 
halnya dengan tingkat kepentingan 
masyarakat akan indikator pelayanan 
ini. Mereka menganggap kesopanan 
dan keramahan petugas pelayanan 
adalah hal yang sangat penting 
karena secara tidak langsung dapat 
membantu proses kesembuhan dari 
dalam. 

Kewajaran biaya pelayanan 
sangat wajar sebanyak 32%, wajar 
67%, dan kurang wajar sebesar 1%. 
Indikator kewajaran biaya pelayanan 
dalam penelitian ini merupakan 
keterjangkauan biaya pelayanan oleh 
kemampuan masyarakat. Dalam hal 
ini masyarakat dipungut biaya retribusi 
dengan menunjukkan bukti identitas 
diri (KTP). Namun bila pengobatan 
disertai dengan tindakan seperti 
suntik, laboratorium maka akan 
dikenakan biaya sesuai dengan 
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ketentuan yang berlaku. Kebebasan 
dari kewajiban membayar hanya 
berlaku bagi masyarakat tidak mampu 
dengan menunjukkan kartu KIS, 
Jamkesmas, BPJS atau pengantar 
dari RT/RW dan Kelurahan. 

Kepastian biaya pelayanan 
selalu sesuai sebanyak 39%, banyak 
sesuainya 42%, dan kadang-kadang 
sesuai sebesar 2%. Hal ini 
mengindikasikan bahwa mayoritas 
responden berpendapat bahwa 
kejelasan dan keterbukaan mengenai 
rincian biaya sudah dilaksanakan 
dengan baik sebagaimana yang telah 
ditetapkan dalam standar operasional 
prosedur pelayanan di Puskesmas 
Lansot. 

Kepastian jadwal pelayanan 
pelayanan selalu tepat sebanyak 47%, 
banyak tepatnya 47%, dan kadang-
kadang tepat sebesar 23%. Hal ini 
menunjukkan bahwa masyarakat 
percaya jadwal pelayanan yang ada di 
Puskesmas adalah jelas dan dapat 
dipercaya dan ini tentunya akan 
mempengaruhi tingkat kepuasan 
masyarakat. 

Kenyamanan lingkungan 
sangat nyaman sebanyak 33%, 
nyaman 63%, dan kurang nyaman 
sebesar 4%. Indikator kenyamanan 
lingkungan dalam penelitian ini bisa 
dinilai dari beberapa hal misalnya 
tingkat kebersihan, kerapihan dan 
keteraturan sarana dan prasarana, 
tingkat ketersediaan fasilitas 
pendukung sarana dan prasarana, 
dan tingkat kemutahiran dan 
kelengkapan sarana dan prasarana 
pelayanan. Dapat disimpulkan bahwa 
tingkat kenyamanan lingkungan yang 
terdiri dari kebersihan lingkungan, 
ketersediaan fasilitas pendukung serta 
kelengkapan sarana dan prasarana 
berada dalam kondisi yang baik dan 
nyaman. Hal menarik juga Puskesmas 
Lansot dilengkapi dengan taman 

bermain bagi anak-anak sehingga 
membuat anak-anak merasa senang 
dan nyaman ketika berkunjung ke 
Puskesmas Lansot. 

Keamanan pelayanan sangat 
aman sebanyak 33%, aman 66%, dan 
kurang aman sebesar 1%.  

Berdasarkan perhitungan-
perhitungan tesebut menunjukkan dari 
ke 14 indikator penilaian IKM 
Puskesmas Lansot semua 
dikategorikan baik, dengan nilai rata-
rata IKM semua unsur pelayanan 3.21 
yang dikonversikan B (baik). Hal ini 
menunjukkan penilaian masyarakat 
terhadap semua unsur pelayanan 
yang diterima di Puskesmas Lansot 
menurut masyarakat umumnya baik. 
Sedangkan untuk Indeks Kepuasan 
Masyarakat di Puskesmas Lansot 
didapatkan nilai 79.55. Dengan angka 
indeks tersebut, maka kinerja UPTD 
Puskesmas berada dalam mutu 
pelayanan posisi B dengan kategori 
Baik, dengan angka indeks 79,55 
berada dalam interval 62,51-81,25. 
 Setelah menganalisis indikator-
indikator kinerja di atas, berikut ini 
akan dianalisis indeks kepuasan 
masyarakat (IKM) atas pelayanan di 
Puskesmas Lansot Kota Tomohon 
tahun 2022 secara keseluruhan. 
Analisis ini dapat dilakukan dengan 
cara menghitung nilai indeks dari unit 
pelayanan kinerja secara keseluruhan, 
adapun nilai indeks dapat diperoleh 
dengan cara mengalikan masing-
masing nilai rata-rata unsur dengan 
bobot nilai rata-rata tertimbang. 
Berdasarkan data dalam tabel 4.16 
maka nilai indeks secara keseluruhan 
diperoleh angka indek sebesar 3.18. 
Dengan demikian nilai indeks unit 
pelayanan hasilnya dapat disimpulkan 
sebagai berikut:  
a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai 

Indeks x Nilai penimbang = 3.18 x 
25 = 79.55,41  
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b. Mutu pelayanan B.  
c. Kinerja unit pelayanan Bagus.  
 Berdasarkan perhitungan di 
atas, secara keseluruhan indeks 
kepuasan masyarakat akan pelayanan 
di Puskesmas Lansot Kota Tomohon 
Tahun 2022 dapat dikatakan dalam 
kondisi yang baik, namun perlu 
digarisbawahi bahwa kualitas 
pelayanan masih “harus ditingkatkan” 
karena masih ada beberapa indikator  
yang indeksnya menunjukkan kinerja 
yang baik akan tetapi nilai masih 
rendah dibandingkan dengan indikator 
yang lain. Dari 14 indikator yang diteliti 
ada 11 indikator dengan kategori 
pelayanan yang baik dan mampu 
memuaskan pengguna jasa 
sedangkan 3 indikator lainnya masuk 
dalam kategori yang memiliki nilai 
lebih rendah sehingga perlu adanya 
pembenahan dalam hal pelayanan. 
Sebelas indikator yang masuk dalam 
kategori baik adalah : Persyaratan 
pelayanan, kejelasan petugas 
pelayanan, kemampuan petugas 
pelayanan, kedisiplinan petugas, 
tanggung jawab petugas, keadilan 
mendapatkan pelayanan, kesopanan 
dan keramahan petugas, kewajaran 
biaya pelayanan, kepastian biaya 
pelayanan, kenyamanan lingkungan 
dan keamanan lingkungan. 
Sedangkan 3 indikator dalam kategori 
tidak baik adalah : kecepatan 
pelayanan, prosedur pelayanan dan 
kepastian jadwal pelayanan. 
 Berkaitan dengan hasil 
penelitian ini tentunya harapan 
masyarakat sebagai pengguna 
layanan kesehatan dapat diperhatikan 
terlebih pada 3 unsur yang memilki 
nilai lebih rendah dibanding unsur-
unsur yang lain. Unsur-unsur ini harus 
mendapat perhatian yang lebih dari 
manager Puskesmas Lansot sehingga 
kinerja lebih ditingkatkan sehingga 
memenuhi kepuasan pengguna jasa 

layanan kesehatan dalam hal ini 
masyarakat umum. 

 
PENUTUP 
Simpulan 

1. Tingkat kepuasan masyarakat 
di Puskesmas Lansot Tomohon 
yang dinilai dari Indeks 
Kepuasan Masyarakat adalah 
79,55 yang berada pada 
interval 62,51-81,25 dan 
berada pada kategori Baik.  

2. Tingkat mutu pelayanan publik 
di Puskesmas Lansot 
dipersepsikan oleh masyarakat 
penggunanya dalam posisi Baik 
dalam semua unsur pelayanan 
(14 unsur pelayanan).  

3. Adanya beberapa unsur yang 
memiliki nilai lebih rendah 
daripada unsur lainnya 
merupakan faktor penghambat 
yang perlu ditingkatkan lagi 
seperti unsur: prosedur 
pelayanan, kecepatan 
pelayanan, dan kepastian 
jadwal pelayanan, sedangkan 
ada beberapa unsur yang 
merupakan faktor pendukung 
yang perlu dipertahankan 
seperti unsur: kesopanan dan 
keramahan petugas pelayanan, 
keamanan, kewajaran biaya 
dan tenggung jawab petugas 
pelayanan. 

Saran 
1. Bagi peneliti selanjutnya untuk 

dapat meneliti faktor-faktor 
penghalang rendahnya Indeks 
Kualitas Mutu dalam pelayanan 
publik. 

2. Bagi stakeholder pelayanan 
kesehatan senantiasa 
memberikan jasa pelayanan 
yang profesional sesuai 
keahliannya dan meningkatkan 
setiap unsur pelayanan 
sehingga tercapai mutu 
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pelayanan yang sangat baik 
yang berdampak pada 
kepuasan pengguna jasa 
layanan kesehatan. 
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